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BUPATI LAMPUNG SELATAN
 

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Namar 06 Tahun 
2007 tanggal 14 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu dltetapkan Peraturan Bupati Lampung 
Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2007 ; 

Mengingat 1.	 Undang-undang Namar 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
undang Darurat Namar 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Namar 
5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Namor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat IT termasuk Katapraja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebaqai Undang-undang; 

2.	 Undang-undang Namar 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Namar 
68, Tambahan Lembaran Negara Namar 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Namar 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Namar 62, Tambahan Lembaran Negara Namar 
3569); 

3.	 Undang-undang Namar 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Namar 41, Tambahan Lembaran Negara Namar 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Namar 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Namar 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomer 4048); 

4.	 Undang-undang Namor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Namar 44, Tambahan Lembaran Negara Namar 3688); 

5.	 Undang-undang Namar 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dan bebas dari Karupsi, Kalusi dan Nepobsme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Namar 75, 
Tambahan Lembaran Negara Namar 3851); 



6.	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer ..7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

7.	 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355; 

8.	 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

9.	 Undang-undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanjung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 66, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4400); 

10. Undang-undang	 Nomor 25 Tahun 2004 tentang 5istem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
ZQ04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

11. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan	 Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 NomOI' 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomer 4548); 

12. Undang-undang	 Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

13. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Namor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4138); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) 



15. Pereturan	 Pemerintah Nomar 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaraa 
Negare Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahen 
tamberan Negare Nomor 4416) seOOgaimana telah dlubah dengan 
Peraturen Pemerintah Nomer 37 Tahun 2005 tentang PeruOOhan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lernberan 
Negare Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, TamOOhan 
t.embaran Negare Nomor 4540); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negare Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomer 48,TamOOhan ternoeran Negare Nomor 
9502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 5tandar Akuntasi 
Pemerintahan (Lernbaran Negare Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomer 49, Tambehan Lernbaran Negara Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daereh 
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
TamOOhan temoaran Negare Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2005 tentang Dana 
PerimOOngan (Lernbaran Negare Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomer 137, TamOOhan Lernbaran Negare Nomor 4575); 

20. Peraturen Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnas; 
Keuangan Daerah (LemOOran Negara republik Indonesia Tahun 2005 
Nomer 138, Tarnbahan tembaran Negare Nomar 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomer 57 Tahun 2005 tentang HiOOh (Lernbaran 
Negare Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 139, Tambahan 
ternberan Negara Nomer 4577); 

22. Peratnran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomer 140, TamOOhan ternberen Negare Nomar 4578); 

23. Peraturan	 Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penercpan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran 
Negare Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
ternbaran Negare Nomer 4585); 

24. Pereturen	 Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan 
Daereh 

25. Pereturan	 Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernberan Negare Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan temoaran Negare NomOI" 
4614); 

26. Peraturan Menteri	 Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daereh; 



27. Peraturan	 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2003 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2007 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 

1.	 Pendapatan 
a.	 Pendapatan Asli Daerah Rp. 22.271.430.800,00 

b. Dana Perimbangan	 Rp. 729.323 .316.526,00 

c.	 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 125.600.000.000,00 

Jermah pendepatan Rp_ 877.194.747.326fOO 

2.	 Belanja 

a.	 Belanja TIdak L3ngsung 

1. Belanja Peqawai	 RP. 395.900.241.808,06 

2. Belanja Bunga	 Rp. 
3. Belanja Subsidi	 Rp. 
4. Belanja Hibah	 Rp. 1.392.968.500,00 

5. Belanja Bantuan Sosial	 Rp. 30.049.450.600,00 

6. Belanja Bagi Hasil	 Rp. 
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 47.806.261.500,00 

8. Belanja Tidak Terduga	 Rp. 3.000.067.583,84 

Rp. 478.148.969.991,90 

b.	 Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai	 Rp. 50.414.124.965,00 

2. Belanja Barang dan Jasa	 Rp. 117.908.916.860,00 

3. Belanja Modal	 Rp. 277 .312.318.230,00 

Rp. 445.635.360.075,00 

Jumlah Betanja Rp. 923.764.350.066,90 

Surplus/(Defisit) Rp. (46.589.602.740,90) 

3.	 Pembiayaan : 

a. Penerimaan	 Rp. 49.849.602.740,90 
b. penqeluaran -"R",pc-.__-"3",.2"6",0",.0",0",0".0",0",0,,,,0,,,-0 
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 46.589.602.740,90 
Sisa lebih pernbiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 49.849.602.740,90 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 



Pasal 3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirino lebih lanjut dalam lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lamp/ran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dar/ Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan in; dituangkan lebih Ianjut 
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati lampung 5elatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 14 Maret 2007 

n LAMPUNG SELATAN 

Diundangkan di Kalianda
 
pada tanggal 14 Maret 2007
 

SEKRETARIS DAERAH 
Kabupaten Lampung 5elatan 

Drs. Hi. RUSDI MALIK!
 
PEMBINA UTAMA MUDA
 
NIP. 010 079 089
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 03 TAHUN 2007 
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